BAB YV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan dan
pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Wangka, Kecamatan Riung,

Kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahap Perencanan pengelolaan keuangan di Desa Wangka sudah sesuai
dengan tahap pengelolaan keuangan menurut Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014. Hal ini seperti yang ditemukan di Desa Wangka dimana
dalam proses penyusunan Raperdes seorang sekretaris berpatokan pada
mekanisime dan peraturan kemandagri dan berpatokan pada
penyususunan Rab Desain, Setelah proses penyusunan Rancangan
Belanja Desa seorang sekretaris wajib mempertanggungjawaban kepada
kepala desa sesuai juru teknis, dan Kepala desa menyerahkan dokumen
APBDes dan RKPD kepada BPD untuk dimusyawarahkan kepada
masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Wangka sudah sesuai
dengan tahap pengelolaan keuangan menurut Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014. Hal ini seperti yang ditemukan di Desa Wangka; Semua
keuangan desa yang dikeluarkan dari kas Negara (KPN) ke rekening desa

setelah ada penetapan APBDes, Semua penerimaan dan pengeluaran desa
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dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa didukung dengan kwitansi
pembayaran untuk SPJ dan diinput ke aplikasi SISKAUDES.

3. Tahap Penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Wangka sudah sesuai
dengan tahap pengelolaan keuangan menurut Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014. Hal ini seperti yang ditemukan di Desa Wangka; Bendahara
desa memiliki buku kas pembantu dalam melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir
bulan secara tertib.

4. Tahap Pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Wangka belum semuanya
sesuai dengan dengan tahap pengelolaan keuangan menurut Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014. Dimana Laporan semester pertama sering
mengalami  keterlambatan  yang  disebabkan oleh mandeknya
pembangunan fisik yang menjadi salah satu poin penting dalam pelaporan
keuangan desa. Sehingga laporan akhir tahun juga disesuaikan dengan
realisasi progres pembangunan fisik desa yang sering mengalami
keterlambatan.

5. Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Wangka belum
semuanya sesuai dengan dengan tahap pengelolaan keuangan menurut
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini seperti yang ditemukan di
Desa Wangka dimana Laporan pengelolaan keuangan desa hanya
disampaikan secara lisan saat LKPPD tanpa ada bukti tertulis yang

dibagikan kepada masyarakat.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat penulis berikan saran

sebagai berikut:

1.PEMDES Wangka agar dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban
selalu mematuhi tata peraturan undang-undang yang berlaku, dan juga
memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dana
desa dalam kaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat
desa. Pemerintah Desa Wangka juga disarankan agar dalam tahap
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, laporan
pertanggungjawaban juga dibuat dalam bentuk cetakan dan diberikan
kepada masyarakat atau perincian pengelolaan keuangan desa dicetak
dalam baloho dan dipajang di tempat umum.

2.Masyarakat Desa Wangka, agar terlibat aktif dalam proses pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena keterlambatan
pelaporan bulanan bendahara karena mandeknya pembangunan fisik di
desa wangka yang mana kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat Desa
Wangka dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh desa.

3.Peneliti selanjutnya agar dapat menganalisis pengelolaan keuangan
pemerintah desa yang dilihat dari segi asas pengelolaan menurut

Permendagri Nomor 113 Tahun 2016.
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